
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Sly

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Selayar  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  dalam  tingkat  pertama,  dalam  sidang  Hakim  Tunggal,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Bontona, XXX, agama Islam,

pekerjaan  PNS,  pendidikan  S1,  tempat  kediaman  di

Kabupaten  Kepulauan  Selayar,  Provinsi  Sulawesi

Selatan,  dalam  hal  ini  memberikan  kuasa  kepada

Hasan,  S.H  dan  Wahyuningsih,  S.H,  M.H

Advokat/Penasehat Hukum yang berkedudukan hukum

di Kantor Law Office Hasan, S.H & Partners beralamat

di Jl. Veteran Utara, Nomor 220 C Makassar, Kelurahan

Lariang Bangi,  Kecamatan Makassar,  Kota Makassar,

Provinsi  Sulawesi  Selatan,  berdasarkan  surat  kuasa

khusus tanggal 19 Mei 2024 yang telah terdaftar pada

register  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Selayar

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX tempat  dan  tanggal  lahir  Batangmata  XXX,  agama

Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten

Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  04 Desember

2024 yang  terdaftar  secara  elektronik  (e-court) di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Selayar  pada  tanggal  09  Desember  2024  dengan  register  perkara

Nomor 185/Pdt.G/2024/PA.Sly, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat telah  menikah  pada  Hari  Ahad

tanggal 22 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Safar, yang

dicatat  oleh Kantor  Urusan Agama Kecematan Bontomatene,  Kabupaten

 Kepulauan Selayar,  sesuai  Kutipan Aktah Nikah Nomor  095/08/XI/2015,

tanggal 22 November 2015;  

2. Bahwa  Penggugat dengan  Tergugat pernah rukun selayaknya suami

istri  (badadhukul)  dan  telah  dikaruniai  seorang   anak  laki  laki  yang

bernama  ANAK  

3. Bawa  pada  tanggal  21  Mei  Tahun  2023  Penggugat  Dan  Tergugat

sebagai  hubungan  suami  dan  istri  mulai  renggang  dan  pisah  ranjang

sampai pada saat ini. 

4. Bahwa  Selama  Hubungan  Rumah  Tangga  Penggugat  dan  Tergugat

mulai renggang sejak Tahun 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah

Lagi Memberi Nafkah Kepada Penggugat, hanya saja Penggugat  memberi

Nafkah terhadap anaknya berupa susu. 

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang kurang lebih

1 tahun 5  bulan. 

6. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik

pisik maupun verbal (sering berkata kasar). 

7. Bahwa  Tergugat  telah  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga

terhadap ibu kandung Penggugat. 

8. Bahwa pada tanggal 3 Juli Tahun 2023 Tergugat sudah mengucapkan

talak tiga terhadap Penggugat. 

9. Bahwa Tergugat sering mengancam Penggugat dengan mengucapkan

kata-kata membunuh. 

10. Bahwa  pengugat  dan  Tergugat  sudah  mendapatkan  Surat

rekomendasi perceraian dari  Bupati  Kepulauan Selayar Dengan Nomor :

800/14/XI/2024/BKPSDM tertanggal 19 November 2024. 

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.185/Pdt.G/2024/PA.Sly
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11. Bahwa  Penggugat  telah  berupaya  mengatasi  masalah  rumah

tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  melalui  jalan  musyawarah  atau

berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil. 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR; 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;  

SUBSIDAIR; 

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono); 

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat

didampingi  Kuasa  Hukumnya  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,

sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun

telah dipanggil  secara resmi  dan patut  dan tidak ternyata ketidakhadirannya

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa

tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  untuk  memenuhi  pensyaratan  mengajukan  perceraian  dalam

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada UPT SDN Parangia No.125

Kepulauan Selayar, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan

Surat Izin Nomor 800/14/XI/2024/BKPSDM tanggal  19 November 2024 yang

dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus

kepada  Hasan, S.H dan Wahyuningsih, S.H, M.H Advokat/Penasehat Hukum

yang  berkedudukan  hukum  di  Kantor  Law  Office  Hasan,  S.H  &  Partners
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beralamat  di  Jl.  Veteran  Utara,  Nomor  220  C Makassar,  Kelurahan  Lariang

Bangi,  Kecamatan  Makassar,  Kota  Makassar,  Provinsi  Sulawesi  Selatan,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2024 yang telah terdaftar pada

register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas,

dan  memeriksa pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  yang

bersangkutan;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

 Fotokopi  Kartu  Keluarga atas  nama  TERGUGAT (Tergugat),

Nomor  7301031604160001 yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Dinas

Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,

bukti  surat tersebut bermeterai  cukup, telah diperiksa dan dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

oleh Hakim diberi kode bukti P.1; 

 Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  64/04/XI/2012  Tanggal  20

November  2012 yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  KUA  Pasilambena

Kabupaten  Kepulauan  Selayar  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  bukti  surat

tersebut  bermeterai  cukup,  telah  diperiksa  dan  dicocokkan  dengan

aslinya  yang  ternyata  sesuai  dan  telah  dinazegelen,  kemudian  oleh

Hakim diberi kode bukti P.2;

 Fotokopi  Akta Kelahiran atas nama  Raffasya Ataya Yusri Nomor

7301-LU-07072021-0005 yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Dinas
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Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Kepulauan  Selayar,

bukti  surat tersebut bermeterai  cukup, telah diperiksa dan dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  Pulu Alang bin Sattu, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Bontorikja, Desa Tanete,

Kabupaten Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Ayah Kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  terjadi

sejak tahun 2023;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  dan  mendengar  sendiri  Penggugat  dan

Tergugat bertengkar, bahkan pernah melihat Tergugat hampir memukul

Penggugat; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan

mengatai Penggugat “anjing dan sundala”, Tergugat pernah mengancam

akan  memukul  Penggugat,  bahkan  pernah  memukul  ibu  kandung

Penggugat,  Tergugat  juga  pernah  mengucapkan  talak  kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pertengkaran saksi berada di tempat

tersebut; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui  penyebab lain rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sehingga tidak harmonis; 
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

terjalin komunikasi dengan baik;  

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan

perdamaian oleh  keluarga  Penggugat  dan  kepala  dusun  setempat,

namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  maupun  Tergugat  tidak  mau

rukun lagi; 

Saksi 2, H. Cabuluk bin Arsyad, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bontorikja, Desa

Tanete, Kabupaten Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah

Ayah Kandung Penggugat; 

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dan Tergugat  terjadi

sejak tahun 2023;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Tergugat dan Penggugat

serta keluarganya; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan

mengatai Penggugat “anjing dan sundala”, Tergugat pernah mengancam

akan  memukul  Penggugat,  bahkan  pernah  memukul  ibu  kandung
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Penggugat,  Tergugat  juga  pernah  mengucapkan  talak  kepada

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena pertengkaran saksi berada di tempat

tersebut; 

- Bahwa saksi tidak mengetahui  penyebab lain rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sehingga tidak harmonis; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan

Juli 2023 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya; 

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat; 

- Bahwa  selama  berpisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

terjalin komunikasi dengan baik;  

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah

lagi  memberi  nafkah  untuk  Penggugat,  dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat lagi; 

- Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pernah  diupayakan

perdamaian oleh keluarga Penggugat maupun kepala dusun setempat,

namun  tidak  berhasil  karena  Penggugat  maupun  Tergugat  tidak  mau

rukun lagi; 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,  Penggugat

telah  memperoleh  izin  atasan  untuk  mengajukan  gugatan  perceraian,  maka

telah  terpenuhi  ketentuan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  tahun  1983   jo.
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Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990  jo. Surat Edaran BAKN Nomor

48/SE/1990;

Menimbang,  bahwa  Hakim  Tunggal  telah  memeriksa  Surat  Kuasa

Khusus  Penggugat  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Selayar,  ternyata  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  147  R.Bg.  jo.  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Surat  Kuasa

Khusus,  dan  Hakim  Tunggal  telah  pula  memeriksa  Kartu  Tanda  Pengenal

Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan

Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena

itu  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa  Penggugat  merupakan  subjek

pemberi  bantuan  hukum  yang  sah  sehingga  Hakim  dapat  menerima  dan

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara

aquo sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu

hadir  sedangkan  Tergugat tidak  pernah  hadir,  maka  upaya  mediasi

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

dan gugatan  Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,  gugatan

Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  dalam  sidang  pemeriksaan  pokok  perkara  yang

diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang

tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal

80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama

menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi
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Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal

155  R.Bg.,  sedang  terhadap  gugatan  yang  dibacakan  tersebut  Penggugat

menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  pernah  hadir  sehingga  terhadap

gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau

bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik

dan duplik;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan P.3

serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  P.2  dan  P.3  yang  telah

dicocokkan  dan  telah  sesuai  dengan  aslinya  dan  bermeterai  cukup  serta

dinazegelen sesuai  Pasal  5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang

Bea  Meterai,  maka  Hakim  berpendapat  bahwa  alat  bukti  tersebut  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materil  pembuktian  dan  memiliki  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301

R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat beralamat diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi

Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki legal standing

dalam  pengajuannya  karena  perkara  aquo  merupakan  kewenangan  relatif

Pengadilan Agama Selayar;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  terbukti  Penggugat  dan

Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang  telah  tercatat  di  KUA  Pasilambena,

Kabupaten  Kepulauan  Selayar, Provinsi  Sulawesi  Selatan,  sehingga

berdasarkan  hal  tersebut  Penggugat  memiliki  legal  standing dalam

pengajuannya  karena  perkara  aquo  merupakan kewenangan  absolut
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Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P.3 terbukti  seorang anak yang

bernama Raffasya Ataya Rusdi lahir pada tanggal 2 Juli 2021 merupakan anak

kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah

disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara

terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama

dan  saksi  kedua  adalah  orang  dekat  Penggugat  dan  Tergugat,  hal  mana

merupakan  orang-orang  yang  patut  didengar  kesaksiannya  sebagaimana

maksud Pasal  76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

kedua  menjadi  Undang-Undang  Nomor  50  tahun  2009  tentang  Peradilan

Agama  jo.  Pasal  22  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975

tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  di  persidangan  saling

bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait  perkawinan Penggugat

dan  Tergugat,  tempat  tinggal  setelah  perkawinan,  ada  atau  tidak  adanya

keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini

telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan sejak awal berpisah

tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah

diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  di  atas  terbukti  saling

bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil

surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo.

Pasal  308-309  R.Bg,  sehingga  Hakim  menilai  secara  formil  dan  materil

keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang

dihubungkan  dengan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  maka  dapat  diperoleh

fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  dari  perkawinan

yang sah sejak tanggal  22 November 2015 dan  telah dikaruniai  1 (satu)

orang anak yang bernama ANAK ;

 Bahwa  pada  awalnya  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat  rukun

selayaknya suami isteri  akan tetapi  sekarang sudah tidak harmonis yang

disebabkan  karena  Tergugat  sering  berkata  kasar  kepada  Penggugat,

Tergugat  pernah  mengancam  akan  memukul  Penggugat  dan  Pernah

memukul ibu kandung Penggugat, Tergugat juga pernah mengucapkan talak

terhadap Penggugat;

 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran;

 Bahwa akibat  perselisihan dan pertengkaran tersebut,  Penggugat  dan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan;

 Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak

terjalin  komunikasi  yang  baik  dan  telah  tidak  saling  menghiraukan  serta

telah tidak tinggal serumah lagi;

 Bahwa  pihak  keluarga  pernah  berusaha  merukunkan  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  maka

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  menikah  dan

secara  yuridis  normatif  telah  dicatatkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  pada

Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan

Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide

Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  yang

sangat  kuat  (mitsaqan  ghalidzan)  antara  suami  dan  isteri,  yang  diantara

keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu
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sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan

keluarga  sakinah  mawaddah  wa  rahmah sebagai  perwujudan  tujuan

perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 ang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974

yang  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang

Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada

cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami

istri  dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua

belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah

satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

menerus antara suami  istri  dan tidak ada harapan lagi  untuk rukun kembali

dalam rumah tangga;

Menimbang  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus dipenuhi  untuk terjadinya perceraian,  baik  cerai

talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  secara  terus

menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah

tidak ada harapan untuk rukun kembali;

3. Pengadilan  telah  berusaha  merukunkan  kembali  Penggugat  dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang  bahwa  unsur-unsur  tersebut  akan  dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat

telah  terjadi  perkawinan  yang  sah  sejak  tanggal 22  November  2015 yang

tercatat di KUA Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi

Selatan kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan
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tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat sering

berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat pernah mengancam akan memukul

Penggugat  dan  Pernah  memukul  ibu  kandung  Penggugat,  Tergugat  juga

pernah  mengucapkan  talak  terhadap  Penggugat  sehingga  sering  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat, dengan

demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  terbukti  pula  akibat  dari  perselisihan

pertengkaran  yang  terjadi  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan hingga kini dan telah diupayakan

untuk dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa sebagai  pasangan suami  istri  yang sempat hidup

rukun  membina  rumah  tangga,  kemudian  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena sering terjadi  perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan

Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi

bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terjadi dalam suatu rumah tangga

merupakan  hal  yang  wajar  terjadi  karena  perkawinan  merupakan  ajang

pertemuan  dari  dua  individu  yang  berbeda  baik  dari  kebiasaan,  watak,

pemikiran mauapun berbeda adat. Akan tetapi perbedaan tersebut merupakan

hal yang fitrah untuk melengkapi satu sama lain. Namun lain halnya dengan

kondisi  hubungan Penggugat dengan Tergugat,  kronologis fakta persidangan

menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat menimbulkan

dampak yakni antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal

meskipun  telah  diupayakan  perdamaian  diantara  keduanya,  hal  ini

menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan rukun kembali antara Penggugat

dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal

31  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975,  namun  upaya  tersebut  tidak

berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi

dalam  rumah  tangga  Penggugat dan  Tergugat,  maka  rumah  tangga  sudah

menjadi  pecah  (broken  marriage)  dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur

terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa  dengan  telah  terbukti  adanya  perselisihan  yang

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan

hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga,  maka  apabila  perkawinan  mereka

diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-

Undang No.1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16

Tahun  2019  tentang  Perkawinan  yaitu  untuk  membentuk  keluarga/rumah

tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21

yang berbunyi: 

وجعل           إليها لتسكنوا أزواجا أنفسكم من لكم خلق أن ءاياته ومن

يتفكرون         لقوم ليات ذلك في إن ورحمة مودة بينكم

Artinya:  “Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasan-Nya  adalah  diciptakan-Nya
untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat
ketenangan  hati  dan  dijadikan-Nya  kasih  sayang  di  antara  kamu,
sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya
bagi orang-orang yang berfikir”.

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka

perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan

Tergugat akan  mengakibatkan  lebih  banyak  kemudaratan  dalam  bentuk

penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  perkawinan/rumah  tangga

Penggugat dengan  Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal

yang sia-sia,  karena akan lebih banyak mafsadatnya dari  pada maslahatnya

bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim berpendapat perceraian adalah

satu-satunya  jalan  terbaik  bagi  Penggugat dan  Tergugat agar  keduanya

terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang  bahwa  di  samping  itu,  rumah  tangga  antara  Penggugat

dengan  Tergugat  yang  demikian  sudah  tidak  sejalan  lagi  dengan  tujuan
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perkawinan yang suci  yakni  untuk membentuk rumah tangga  yang sakinah,

mawaddah  wa  rahmah sebagaimana  dikehendaki  dalam  rumusan  pasal  3

Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor

1 tahun 1974 yang telah  diubah menjadi  Undang-Undang Nomor  16 Tahun

2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam

suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk

menghindari  madlorot  yang  lebih  besar  dalam  hubungan  keluarga,  maka

perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini

sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

اخفهما    ا فضل تعارضضرران ذا

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka
harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara

Penggugat  dan  Tergugat  seperti  tersebut  diatas,  Hakim  yang  memeriksa

perkara  ini  berpendapat  bahwa,  perceraian  lebih  maslahat  dan  memberi

kepastian  hukum  daripada  meneruskan  perkawinan,  bahkan  meneruskan

perkawinan  dalam  keadaan  seperti  tersebut  di  atas  dikhawatirkan  akan

mendatangkan  madlorot  yang  lebih  besar  bagi  Penggugat  dan  Tergugat,

sedangkan  kemadlorotan  harus  dihapuskan,  sesuai  dengan  qoidah  fiqhiyah

sebagai berikut :

ُ الْمَفَاسِدُ مُقَدمُّ علَىَ جَلبِْ الْمَصَالحُِ  درَْأ

Artinya:  ”Menolak  kemudaratan  harus  lebih  diutamakan  daripada  mencari
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum

gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait  permohonan untuk diceraikan

dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka berdasarkan Pasal  119 ayat  (2) huruf  c Kompilasi  Hukum Islam

permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in

shugra Tergugat kepada Penggugat; 
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan  Agama sebagaimana telah  diubah dan ditambah pertama dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor

50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  R.Bg.,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  yang telah

diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  Undang-undang

Nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  pertama  dengan  Undang-undang

Nomor  3  Tahun 2006  dan kedua dengan Undang-undang  Nomor  50  Tahun

2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

serta ketentuan Hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT bin Patta

Intang) terhadap Penggugat (PENGGUGAT binti Pulu Alang);  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Hakim  Pengadilan  Agama

Selayar  pada  hari  Selasa tanggal  31  Desember  2024 Masehi  bertepatan

dengan tanggal  29 Jumadil  Akhir  1446 Hijriah  oleh  Rahmayani Nashihatun

Aminah, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

didampingi  oleh  Nurhadi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
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Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera,

Nurhadi, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 50.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).
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